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Menimbang : a.

Mengingat : 1.

BUPATI MAPPI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Pedoman Nomenklatur Sekretariat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah dimaksud,

bahwa untuk maksud terscbut huruf a di atas, perlu diatur
dengan Peraturan Bupati,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4884);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yohukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten
Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan
Nepara (Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2004
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 12  Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tabun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintnhan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemecrintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor S8,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Dacrah Provinsi, Dan Pemerintah Dacrah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737),

Peraturan Pemecrintah  Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Mcnteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Dacrah (Berita Negara Republik  Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036), Scbhagaima telah diubah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
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Menetapkan:

13. Pereaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018
Tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja Dan Standar
Kompetensi Stal Ahli Kepala Dacrah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Tahun Nomor 162);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
Tentang Pedoman Nomenklatur Sckretariat Dacrah Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 970);

15. Peraturan Dacrah Kabupaten Mappi Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Mappi (Lembaran Daerah Kabupaten Mappi
Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUTR, SUSUNAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAPPI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

a.
b.

g |

= R

Daerah adalah daerah Kabupaten Mappi;

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom;

Bupati ialah Bupati Mappi;

Wakil Bupati ialah Wakil Bupati Mappi;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten
Mappi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah,;

Scekretaris Dacrah adalah Sekretaris Dacrah Kabupaten Mappi;
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah
Asisten Sckretaris Daerah Kabupaten Mappi;

Asisten Perckonomian dan Pembangunan adalah Asisten
Sckretaris Dacrah Kabupaten Mappi;

Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Sekretaris Daerah
Kabupaten Mappi;
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k. Staf Ahli Adalah Stah Ahli Bupati Mappi

l. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Mappi;

m. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Mappi;

n. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Mappi;

o. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretanat
Daerah Kabupaten Mappi,

p. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat

kepada daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat

atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah

Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Aparatur Sipil

Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh

oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan

yang sesuai dengan profesinya dalam rangka menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah.

2

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2
(1) Sekretariat Dacrah Kabupaten Mappi merupakan unsur staf
Bupati Mappi;

(2) Seckretariat Dacrah dipimpin oleh scorang Sckretaris Dacrah
yang berada di bawah don bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam
penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi

terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan
administrasi.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
Pasal 3 Peraturan Bupatd ini, Sekretariat Daerah mempunyai
fungsi :

a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat
Daerah;
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¢. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d. Pelayannn administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara
pada Instansi Dacrah; dan

c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olch Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Sekrctariat Daerah Kabupaten Mappi sebagaimana dimaksud
Pasal 4 terdiri dari :
Sekretaris Daerah;

Asisten  Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
membawahi:

a.
b.

1.

Bagian Tata Pemerintahan, yang terdiri dari :

a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan
c) Sub Bagian Otonomi Daerah.

Bagian Hukum, yang terdiri dari :

a) Sub Bagian Perundang-Undangan;
b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.

Bagian Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari :

a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual
b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat
¢) Sub Bagian Perekonomian

Asisten Pembangunan, membawabhi:

1.

Bagian Administrasi Pembangunan, yang terdiri dari :

a) Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program;
b) Sub Bagian Pengendalian; dan
c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, yang

terdiri dari:

a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan
Jasa;

b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik; dan

c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
Barang dan jasa.

Asisten Administrasi Umum, membawahi:

1.

Bagian Umum, yang terdiri dari :

a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Stal Ahli, dan
Kepegawaian;

b) Sub Bagian Keuangan; dan

c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
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2. Bagian Organisasi, yang terdiri dari :

a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
c) Sub Bagian Kincrja dan Reformasi Birokrasi.

3. Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan, yang terdiri
dari :

a) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas;
b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan
c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional;

(3) Bagan Struktur Organisasi Sekrctariat Dacrah {(abupatcn
Mappi scbagaimana tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Sekretaris Daerah

Pasal 6
(1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris;

(2) Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan Sekretariat Daerah,
membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan
pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah, penyelenggaraan pemerintahan,
kesejahteraan rakyat, pelayanan administratif hukum, dan
perundang-undangan, perekonomian dan pembangunan,
pengadaan barang dan jasa, organisasi, umum dan
kepegawaian, serta keprotokolan;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

¢. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Pasal 7

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan dipimpin oleh
seorang Asisten;
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{(2) Membantu Sckretaris Daerah dalam Penyusunan kebijakan
dacrah di bidang Pemerintah, hukum, dan pengoordinasian
penyvusunan kebijakan  daerah di bidang  Kesra,
Pengoordinasian  pelaksanaan tugas perangkat dacrah, dan
pemantauan dan cvaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang tata  pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan

hukum.
(3) Dalam meclaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud
pada ayat (2) Pasal ini, Asisten Pemerintahan

menyclenggarakan fungsi :

a. Penyusunan kebijakan dacrah di bidang tata
pemenntahan, dan hukum;

b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di
bidang Kesra,

¢. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di
bidang tata pemerintahan, hukum, dan kesra;

d. Pemantauan dan ecvaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang tata pemerintahan, dan hukum;

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi
pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesra, dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Sekretaris
Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, dan kesra
yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud
Pasal 7, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dengan
Urusan Pemerintahan meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Satuan
Polisi Pamong Praja, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat
Kampung, Perhubungan, Statistik, Persandian, Penanggulangan
Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik, Distrik, Komisi Pemilihan
Umum, dan Agama.

Paragraf 3
Bagian Tata Pemerintahan

Pasal 9

(1) Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh scorang Kepala
Bagian;

(2) Kepala Bagian Tata Pemecrintahan memiliki tugas pokok
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian  pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pcmantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan  pembinaan
administrasi di  bidang administrasi  pemerintahan,
administrasi kewilayahan dan otonomi daecrah;
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(3)

(1)

(1)

(2)

(1)

as pokok sebagaimana dimaksud

Dalam melaksanakan tug .
Kepala Bagian Tata Pemerintahan,

pada ayat (2) Pasal ini,

menyelenggarakan fungsi:

a) Penyiapan bahan perumu
administrasi pemerintahan, administrasi ke

san kebijakan daerah di bidang
wilayahan dan

otonomi daerah;

b) Penyiapan bahan pengoordinasian perumu
daerah di bidang administrasi pemerintahan,
administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;

¢) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah di bidang administrasi pemerintahan,

si kewilayahan dan otonomi daerah

mantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan,
administrasi kewilayahan dan otonomi dawerah; dan

e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan
dengan tugasnya.

Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :

a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;

b. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan;

c. Sub Bagian Otonomi Daerah.

san kebijakan

administra
d) Penyiapan bahan pe

Pasal 10

Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bagian;

Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai

tugas sebagai berikut :

a) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah
bidang administrasi pemerintahan;

b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah
dibidang administrasi pemerintahan

c) Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
di bidang kependudukan dan pencatatan sipil,
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat;
d) Memfasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah; dan

e) Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi

pemerintahan.

Pasal 11

Sub Bagian Administrasi Kewilayahan dipimpi 1
Kepala Sub Bagian; pimpin oleh seorang
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(2)

(1)

(2)

Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan, mempunyai

tugas sebagai berikut :

a) Melaksanakan fasilitas dan koordinasi pembentukan,
penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah
distrik dan/ atau kelurahan,;

b) Melaksanakan koordinasi pengesahan batas daerah,
distrik, kelurahan, serta nama lain dan/atau
pemindahan ibukota distrik;

c) Melaksanakan fasilitas topomini dan pemataan wilayah;

d) Menyiapkan bahan penetapan kode dan data
kewilayahan;

e) Menyusun bahan  kebijakan  pelimpahan sebagian
kewenangan Kepala Daerah Kepada Kepala Ditsrik;

) Menyusun bahan kebijakan pengelolaan distrik dan

kelurahan; dan
g) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah bidang administrasi kewilayahan.

Pasal 12

Sub Bagian Otonomi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian;

Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah, mempunyai tugas pokok
sebagai berikut :

a) Menyusun bahann Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (LPPD);

b) Menghimpun informasi laporan penyelenggaraan

c)

d)

g

h)

Pemerintah Daerah (LPPD);

Melaksanakan fasilitas penyusunan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Organisasi Perangkat Daerah;

Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses
pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memfasilitasi pengusulan lzin dan Cuti Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah;

Menyusun bahan laporan akhir masa jabatan (AMJ)
Kepala Daerah;

Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan
pelaksaan Pemilihan Umum;

Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses
administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan
anggota legislatif;

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksaan
kebijakan Daerah di Bidang Otonomi Daerah.
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Paragraf 4
Bagian Hukum

Pasal 13

(1) Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian;

(2) Kepala Bagian Hukum memiliki tugas pokok melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasia_n pelaksanaan
tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi di bidang perundang—undangan, bantuan hukum
dan dokumentasi dan informaasi;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Pasal ini, Bagian Hukum menyelenggarakan
fungsi:

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di
bidang perundang—undangan, bantuan hukum serta
dokumentasi dan informasi,;

b) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang pcrundang—undangan, bantuan hukum
serta dokumentasi dan informasi;

c) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan (ugas
perangkat daerah di  bidang perundang—undangarl
bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;

d) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta
dokumentasi dan informasi; dan

e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan

dengan tugasnya.
(4) Bagian Hukum, membawabhi :

a. Sub Bagian Perundang-Undangan;
b. Sub Bagian Bantuan Hukum,;
c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.

Pasal 14

(1) Sub Bagian Perundang-Undangan dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian;

(2) Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah mempunyai tugas
sebagai berikut;
a) Menyiapkan bahan penyusunarn produk hukum daerah;
b) Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi produk

hukum daerah;
c) Menyiapkan bahan penjelasan Kepala Daerah dalam

proses penetapan Peraturan Daerah;
d) Menyiapakan bahan analisa dan kajian produk hukum

daerah;
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¢) Mclaksanakan pembinaan

penyusunan produk hukum
Dacrah;

) Menyiapkan bahan administrasi perundangan dan
autentifikasi produk hukum Dacrah;

B) Meclaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
produk hukum Daerah.

Pasal 15

(1) Sub Bagian Bantuan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian;

(2) Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas
scbagai berikut :

a) Melaksanakan koordinasi permasalahan hukum dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah;

b) Melaksanakan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi
hukum dan perimbangan hukum serta perlindungan
hukum bagi unsur pemerintah daerah dalam sengketa
hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

c¢) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam
penanganan perkara hukum;

d) Melaksanakan koordinasi dan evaluasi penegakan dan
perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);

e) Menyiapkan bahan penyusunan pendapat hukum (legal
opinion); dan

f) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil
penanganan perkara sengketa hukum.

Pasal 16

(1) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian;

(2) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas sebagai
berikut :

a) Melaksanakan infentarisasi dan dokumentasi produk
hukum daerah dan peraturan perundang-undangan
lainnya;

b) Menghimpun serta mengolah data dan informasi sebagai
bahan dalam rangka pembentukan kebijakan daerah;

c) Melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan
informasi hukum;

d) Memberikan pelayanan administrasi informasi produk
hukum;

e) Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan desiminasi
produk hukum daerah maupun peraturan perundang-
undangan lainnya;

f) Melaksanakan evaluasi dan  pelaporan  terhadap
dokumentasi dan informasi produk hukum daerah.
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Paragraf 5
Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pasal 17

(l)Bagl:an Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian;

(2) Mcl%ksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan
kebijakan Dacrah, pengoordinasian pclaksanaan tugas
Perangkat Daerah, pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan

kebijakan Daerah di Bidang Keagamaan, kesejahteraan Sosial
dan kesejaliteraan Masyarakat;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayal (2) Pasal ini, Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan

fungsi:

a) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
Dacrah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan
kescjahteraan masyarakat;

b) Penyiapan bahan pengoordinasian pclaksanaan  tugas
perangkat Dacrah di bidang keagamaan, kescjahteraan
sosial dan kesejahteraan masyarakat;

c) Penyiapan bahan pemantauan dan cvaluasi peclaksanaan
kegiatan  dacrah terkait pencapaian  tujuan kebijakan
dampak  yang tdak diingkan dan [actor  yang
mempengaruhi - pencapaian  tujuan  kebijakan di  bidang

keagamann,  kescjnhterann  aoaial  dan kesejahternan
masyarakal;

d) Pclaksanann fungsi lain  yang diberikan  oleh Asisten
Pemcrintah  Kescjahlernan  Rakyat yang berkaitan dengan
tugasnya.

(4) Bagian Kescjahteraan Rakyat, membawah]

a. Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
b. Sub Bagian Kescjahternan Sosial dan Masyarakat;
c. Sub Bagian Perckonomian.

Pasal 18

(1) Sub Bagian Bina Mental Spiritual dipimpin oleh scorang Kepala

Sub Bagian;

(2) Kepala Sub Bagian Bina Mental Spiritual mempunyai tugas
sebagai berikut :

a) Menyiapkan data tentang sarana peribadahtan, sarana
pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;

b) Menviapkan bahan perumusan kebijakan yang
berhubungan dengan sarana peribadahtan, sarana
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;

c) Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait
dalam rangka pengembangan sarana peribadahtan, sarana
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
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d) ngali!:pi;::an!;ahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di

- peribadahtan, sarana pendidikan  agama
dan pendidikan keagamaan;
Menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di
bidang sarana peribadahtan, sarana pendidikan agama
dan pendidikan keagamaan;

f)  Menyiapkan  bahan pengordinasian  dan  melakukan
perumusan  kebijakan daerah di bidang lembaga dan
kerukunan keagamaan;

g) Menyiapkan dan mengoordinasikan bahan pedoman
pembinaan lembaga keagamaan dan kerukunan umat

beragama;

h) Melakukan pembinaan fasilitasi dan pengembangan kerja
sama antar lembaga keagamaan dan kerukunan umat
beragama;

i)  Menyiapkan bahan pengolahan data, sarana pertimbangan
scrta  koordinasi  kegiatan dan penyusunan laporan
program pembinaan umat beragama dan kerja sama antar
lembaga keagamaan;

)}  Melakukan koordinasi lintas sector dan pertemuan/ rapat-
rapat koordinasi di bidang kerukunan umat beragama
dan serta kerja sama antar lembaga keagamaan;

k) Memfasilitasi dan mengoordinasikan pclaksanaan kegiatan
kerukunan umat beragama dan aliran serta kerja sama
antar lembaga keagamaan,

) Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan musyawarah
antar umat beragama dan aliran kepercayaan,;

m) Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan kegiatan forum
kerukunan umat beragama dan konsultasi kerukunan
hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan,

n) Melakukan koordinasi kerja sama social kemasyarakatan
dan konsultasi penanggulangan secara dini masalah dan
kasus kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran
kepercayaan;

o) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan
umat beragama dan aliran kepercayaan,

p) Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan
evaluasi  kebijakan Daerah  bidang lembaga dan
kerukunan keagamaan.

Pasal 19

(1) Sub Bagian Kesejahtertaan Sosial dan Masyarakat dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian;
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(2) Kepala Sub Bagian Kesejahtertaan Sosial dan MAsyarakat
mempunyail tugas sebagai berikut :

a)

b)

d)

g)

h)

J)

k)

)

Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
pemerintah daerah di bidang social, transmigrasi,
kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah di bidang social,
transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan  perempuan,
perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

Menyiapkan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang
social, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk
dan keluarga berencana,

Menyiapkan bahan pclayanan administrasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang social,
transmigrasi, keschatan, pemberdayaan perempuan,

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

Mcnyiapkan bahan penyuluhan dan sosialisasi program
transmigrasi kepada masyarakat;

Menyiapkan bahan kerja sama dengan dacrah
penempatan transmigrasi;

Menyiapkan bahan pengarahan dan perpindahan  serta
fasilitas perpindahan transmigrasi;

Melakukan secleksi dan pelatihan calon transmigran;
Mclakukan pemberangkatan dan pengawalan calon
transmigran  dar dacrah  asal ke transito  kabupaten
provinsi da lokasi transmigrasi;

Menyiapkan  bahan fasilitas  pemberian  hibah dan
bantuan social kepada badan atau lembaga Ormas
kelompok masyarakat dan individu atau keluarga;
Meclakaankan kebijakan dacrah dalam pemberian bantuan
pendidikan tinggi;

Menyiapkan bahan pengordinasian perumusan kabijakan
pemerintah dacrah di  bidang kepemudahan dan
olahraga dan di bidang pariwisata;

Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah di bidang kepemudahan
dan olahraga dan di bidang pariwisata;

Menyiapkan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan pemerintah daecrah di bidang
kepemudahan dan olahraga dan bidang pariwisata;
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0) Menyiapkan bahan pelayanan administrasi

P

penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang
kepemudahan dan olahraga, pariwisata dan
kemasyarakatan lainnya.

Menyiapkan bahan pembinaan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan  hibah dan  bantuan  social kepada
badan/lembaga, Ormas, kelompok masyarakat individu
atau keluarga.

Pasal 20

(1) Sub Bagian Perekonomian dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian;

(2) Kepala Sub Bagian Perekonomian mempunyai tugas sebagai

berikut :

a) Menyusun bahan dan data serta analisa di bidang

pengendalian dan distribusi perekonomian;

b) Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang

pengendalian dan distribusi perekonomian;

¢) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait

d

terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian dan
distribusi perckonomian,;

) Menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan
dan pedoman umum kegiatan pengendalian dan
distribusi perckonomian;

¢) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan

(1)

(2)

(3)

di bidang pengendalian dan distribusi perckonomian.

Paragraf 6
Asisten Pembangunan

Pasal 21

Asisten Perckonomian dan Pembangunan dipimpin oleh
seorang Asisten,;

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas
pokok membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian
penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan
tugas perangkat daerah, penyusunan kebijakan daerah dan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang perekonomian, administrasi pembangunan,
pengadaan barang dan jasa serta sumber daya alam;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) Pasal ini, Asisten Perekonomian dan
Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

a) Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang

perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber
daya alam;
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b) Pf‘-ngoordmasian pelaksannan tugas perangkat daerah di
bidang perekonomian, administrasi pembangunan,
pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam;

c) Penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan
barang dan jasa;

d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang pengadaan barang dan jasa;

e) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan factor yang mempengaruhi pencapaian
tujuan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi
pembangunan, dan sumber daya alam; dan

f)y Pelaksanaan fungsi yang di berikan oleh Sekretaris
Daerah perekonomian, administrasi pembangunan dan
pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan
tugasnya.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang meliputi
Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan,
Kelistrikan, Pertanian, Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal,
Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perikanan, Perindustrian,
Perdagangan, Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

Paragraf 7
Bagian Administrasi Pembangunan

Pasal 23

(1) Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh scorang
Kepala Bagian,

(2) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyiapan pengoordinasiaan
perumusan kebijakann  Daecrah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan
evaluasi  pelaksanaan  kebijakan Daerah di  bidang
penyusunan program , pengendalian program dan evaluasi
pelaporan;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Pasal ini, Bagian Administrasi Pembangunan
menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang penyusunan program, pengendalian
program dan evaluasi pelaporan;

b) Penyiapan bahan penghoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerahdi bidang penyusunan program,
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
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c)

d)

Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pclaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
penyusunan program, pengendalian program dan
evaluasi dan pelaporan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan

tugasnya

(4) Bagian Administrasi Pembangunan, membawabhi :

a.

b.

C.

Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program;
Sub Bagian Pengendalian Program,;
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 24

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian,

(2) Kepala Sub Bagian Perencanaan Penyusunan Program
mempunyai tugas sebagi berikut :

a)
b)
c)

d)

g)

h)

)
k)

Menyusun dan mempersiapkan rencana kegiatan
penyusunan program pembagunan daerah;

Menyusun bahan kebijakan dalam rangka
mempersiapkan program pembangunan daerah;
Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan penyusunan program pembangunan daerah;
Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat,
provinsi dan kabupaten kota lain serta pihak swasta
dalam rangka penyusunan sinergitas program
pembangunan daerah;

Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka
penyusunan program pembangunan daerah;
Melaksanakan penyusunan  program  pembangunan
dalam rangka mengembangkan akses pembangunan
daerah;

Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan
program pembangunan dalam rangka mengurangi resiko
dan kerugian pihak lain dalam rangka kelancaran
program pembangunan daerah;

Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan setda yang
meliputi  penyusunan rencana  strategis (RENSTRA)
rencana kinerja (RENJA) tahunan, rencana kerja
anggaran (RKA);

Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan
verifikasi RKA, DPA, DPPA perangkat daerah; dan
Menyusun perjanjian kinerja setda.

Melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan program
pembangunan daerah.
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(1)

(2)

Pasal 25

Sub Bagian Pengendalian Program dipimpin olech seorang
Kepala Sub Bagian;

Kepala Sub Bagian Pcngendalian Program mempunyai tugas
scbhagai benkut @

a) Menyusun rencana kegiatan pengendalian  program
pembangunan;
b) Menyusun bahan kebijakan pengendalian

pembangunan yang di selenggarakan oleh pemerintah
maupun swasta agar pembangunan sesuai dengan
program pembangunan daerah;
c) Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan pembangunan dalam rangka pengendalian
program pembangunan daerah;
d) Melaksnakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam
rangka mengurangi tingkat resiko kerugian akibat
pelaksanaan  program  pembangunan baik  oleh
pemerintah maupun swasta;
Mengendalikan sinergitas program pembangunan baik
oleh lembaga pemerintah maupun swasta;

f) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka
pengendalian pelaksanaan program pembangunan.

Pasal 26

(1) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang

(2)

Kepala Sub Bagian;

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas
sebagai berikut :

a) Menyusun rencana monitoring dan pelaporan program

pembangunan daerah;
b) Melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan

program pembangunan daerah;
c) Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

program pembangunan daerah;
d) Melaksanakann koordinasi dan fasilitasi dalam rangka

pelaksanaan monitoring dan evaluasi program

pembangunan daerah;
e) Mencatat, menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti

hasil temuan monitoring dan evaluasi  program

pembangunan daerah;
f) Mengolah  dan menyajikan data  hasil  evaluasi

pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
g Menyusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan
perumusan kebijakan program pembangunan daerah.
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Paragraf 7
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 27

(1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang

(2)

(3)

(4)

(1)

Kepala Bagian;

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas pokok
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian  perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa;

b) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan
jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

c) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan
barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang
dan jasa;

d) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang
dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang
dan jasa;

€) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten

Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan
tugasnya

Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, membawabhi :

a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;

b. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik;

c. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang
dan jasa.

Pasal 28

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian,
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(2) Sub Bagian Pengelolaan  Pen

mempunyai tugas b oa) bcn'ku[g:ndnan Barang dan Jasa

a) Melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;

b) Mclaksanakan risct dan analisis pasar barang/jasa;

¢] Menyusun strateg; pengadaan barang/jasa;

d) Menyiapkan dan mengelola  dokumen pemilihanbeserta
dokumen  pendukung lainnya dan informasi yang
dibutuhkan;

¢) Mclaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;

) Menyusun dan mengelola catalog clektronik
local/sektorat;

g) Membantu perencanaan dan pengelolaan  kontrak
pengadaan barang/jasa pemerintah; dan

h) Mclaksanakan pemantauan dan ecvaluasi pelaksanaan
pengadaan barang/jasa.

Pasal 29

(1) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

dipimpin oleh scorang Kepala Sub Bagian;

(2) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Melaksanakan pengelolaan seluruh system informasi
pengadaan barang/jasa (termasuk akun penggunaan
sistem pengadaan secara elektronik) dan
intrastrukturnya;

b) Melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa
pemerintah secara elektronik ;

c) Memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi
pengguna seluruh sistem informasi pengadaan
barang/jasa;

d) Melaksanakan  identifikasi kebutuhan  pengembangan
system informasi;

e) Melaksanakan pengembangan system informasi yang
dibutuhkan oleh UKPBJ;

f) Melaksanakan pelayanan informasi pengadaan
barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;

g) Mengelola informasi kontrak; dan

h) Mengelola informasi manejemen barang/jasa  hasil
pengadaan.

Pasal 30

(1) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan

Jasa dipimpin oleh scorang Kepala Sub Bagian;
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(2)

(1)
(2)

3)

Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan

Jasa mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan
barang/jasa dan personel UKPBJ;

b) Melaksanakan pengelolaan manajemen  pengetahuan
pengadaan barang/jasa;

c) Membina hubungan dengan para pemangku kepentingan;

d) Melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat
kematangan UKPBJ,

e) Melaksanakan analisis beban kerja UKPBJ;

f) Mengelola personil UKPBJ;

g) Melaksanakan pengembangan system insentif personel
UKPBJ;

h) Memfasilitasi implementasi,standarisasi layanan pengadaan
secara elektronik;

i) Melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja
pengadaan barang/jasa pemerintah;

j) Melaksanakan bimbingan teknis pendampingan,dan/atau
konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di
lingkungan pemerintah provinsi,kabupaten/kota dan desa;

k) Melaksanakan bimbingan teknis,pendampingan,dan/atau
konsultasi pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain
SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKAP dan

1) Melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak
melalui mediasi.

Paragraf 8
Asisten Administrasi Umum

Pasal 31

Asisten Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Asisten;

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas pokok
membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan
daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian
pelaksanaan tugas perangkat dacrah dan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum,
organisasi, protokol, komunikasi pimpinan, dan keuangan,;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) Pasal ini, Asisten Administrasi Umum

menyelenggarakan fungsi:

a) Penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;

b) Pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protocol,
komunikasi pimpinan, dan keuangan;

c) Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di
bidang organisasi,
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d) E?;‘ay;‘zpinmuzﬂaﬁfangan _Pemantauan deu:t evaluasi di

dan perencana;an dganlsasl, protocol, komunikasi pimpinan
an keuangan;

e) Pfimantauan dan evaluasi pelaksaan kebijakan daerah di
bidang organisasi:

[) Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN
pada instansi daerah; dan

g) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Sekretaris
Daerah di bidang organisasi, umum, dan administrasi
pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35, Asisten Administrasi Umum koordinasi dengan
Perangkat Daerah yang meliputi Urusan Pemerintahan di bidang
Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, Kepemudaan dan Olah Raga, Kebudayaan dan
Pariwisata, Perpustakaan Dan Arsip, Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah, Pendapatan Daerah, Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Aparatur, serta pelayanan umum,;

Paragraf 9
Bagian Organisasi

Pasal 33

(1) Bagian Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian;

(2) Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang Kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan
publik dan tata laksanan dan kinerja dan reformasi
birokrasi;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Pasal ini, Bagian Organisasi menyelenggarakan
fungsi :

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan
tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;

b) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan,
pelayanan publik dan tata laksana serta kenerja dan

reformasi birokrasi;
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c)

d)

c)

Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah di bidang kelembagaan dan analisis
jabatan, pelayan public dan tata laksana serta kinerja
dan reformasi birokrasi;

Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana scria kinerja
dan reformasi birokrasi;

Pelaksaan fungsi lain yang di berikan oleh Asisten
Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

(4) Bagian Organisasi, membawahi :
a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
b. Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana;

c. Sub Bagian Kincrja dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 34

(1) Bagian Kclembagaan dan Analisis Jabatan dipimpin oleh
scorang Kcpala Sub Bagian;

(2) Kepala Sub Bagan Kclembagaan dan Analisis Jabatan
mempunyai tugas scbagai berikut :

a)
b)

c)

Menyiapkan bahan pecnyusunan Stuktur Organisasi dan
Tata Kerja (SOTK),

Menyusun bahan  koordinasi  perumusan tugas dan
fungsi jabatan organisasi perangkat dacrah;

Menyusun  bahan  cvaluasi kelembagann  perangkat
docrah dan unit pelakaanaan teknis dinas/badan;

Menyusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJ);

Menyusun analisis jabatan, analisis beban  kerja  dan

cvaluasi jabatan;
Mecnyusun kajian akademik terhadap usulan pcnataan

organisasi perangkat dacrah;
Menyusun profil kelembagann perangkat dacrah.

Pasal 35

(1) Sub Pelayanan Publik dan Tata Laksana dipimpin olch scorang
Kepala Sub Bagian;

(2) Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana
mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Menyusun pedoman tata naska dinas, pakaian dinas,
jam kerja, metode kerja, prosedur kerja, dan pola
hubungan kera;

b) Menyiapkan bahan pembinaan serta bimbingan teknis
di bidang ketatalaksanaan dan pelayanan public bagi
unit kerja/ Organisasi perangkat dacrah di lingkungan
pemerintah daerah;
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c) Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan
standar pelayanan public;

d) Menghimpun dan memfasilitasi standar Operasional
Prosedur ( SOP) yang disusun oleh masing-masing
perangkat daerah;

¢) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi p
publik;

f) Melaksanakan koordinasi dan
pelayanan publik.

elayanan

fasilitasi inofasi

Pasal 36

(1) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bagian;

(2) Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi
mempunyai tugas sebagai berikut :

Birokrasi

a) Menyusun bahan kebijakan teknis peningkatan kinerja

dan Reformasi Birokrasi;

b) Menyusun bahan laporan kinerja Instansi Pemerintah
(LKJIP) Kabupaten;
c) Menyusun road map reformasi birokrasi;
Akuntabilitas

d) Melakukan fasilitasi pelaksanaan Sistem
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

e) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi

Paragraf 10
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Pasal 37

(1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dipimpin olch
seorang Kepala Bagian;

(2) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai
tugas pokok meclaksanakan penyiapan  pclaksanaan
kebijakan, pengoordinasian pclaksanaan tugas perangkat
daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daecrah di bidang protokol, komunikasi pimpinan,
dokumentasi, dan Perjalanan Dinas;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Pasal ini, Bagian Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang
protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;

b) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
pf:rangkat daerah di bidang protocol, komunikasi
pimpinan, dan dokumentasi, dan Perjalanan Dinas;

o Soskdme
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c) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah terkait protocol, komunikasi pimpinan,
dan dokumentasi; dan

d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten

Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

(4) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi :

a. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas;
b. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan;

C.

Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.

Pasal 38

(1) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian;

(2) Kepala Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas mempunyai
tugas sebagai berikut :

a)
b)
c)

d)

Melaksanakan tata protokoler dalam rangka
penyambutan tamu Pemerintah Daerah;

Menyiapkan  bahan koordinasi dan/atau fasilitasi
keprotololan;

Menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah;
Menginformasikan jadwal dan kegiatan ~ Pemerintah
Daecrah;

Melaksankan pengadmistrasian perjalanan dinas; dan
Meclaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 39

(1) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian;

(2) Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas
sebagai berikut :
a) Menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait

pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah;

b) Memberi masukan kepada pimpinan daerah tentang

penyampaian informasi tertentu;

c) Memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-

pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan atau atas
arahan pimpinan;

d) Menghimpun dan mengolah informasi yang Dbersifat

penting dan mendesak sesuai kebutuhan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah;

e) Menyiapkan dan menggandakan bahan materi rapat;
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) Menyiapkan dan menggandakan bahan materi kebijakan,
dan

g Menyusun naskah sambutan dan pidato Kepala Daerah
dan Wakil Kcpala Dacrah.

Pasal 40

(1) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian;

(2) Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan mempunyai tugas
pokok scbagai benkut :

a) Mendokumentasikan kegiatan kepala Daerah dan wakil
kepala Derah;

b) Menyusun notulensi kepala Daerah dan wakil kepala
Daerah;dan

c) Memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan kepala
Daerah dan wakil kepala Daerah;

Paragraf 12
Bagian Umum

Pasal 41

(1) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian;

(2) Kepala Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan
melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan
pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan,
staf ahli dan kepegawaian, keunangan, perlengkapan dan
rumah tangga;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Pasal ini, Bagian Umum menyelenggarakan
fungsi :

a) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata
usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan,
perlengkapan dan rumah tangga;

b) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
di bidang tata usaha pimpinan, stal ahli dan
kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah
tangga; dan

c) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Asisten
Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

(4) Bagian Umum, membawabhi :

a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan
Kepegawaian;

b. Sub Bagian Rumah Tangga;

c. Sub Bagian Keuangan.
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Pasal 42

(1) Sub Bagian Tata Usaha Umum dipimpin oleh scorang Kepala
Sub Bagian;

(2) K'Cpa.la Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan
Kepegawaian, mempunyai tugas scbagai berikut :

a)

b)

Mclaksanakan pengelolaan administrasi  perkantoran

yang meliputi kegialan tata usaha umum, persuratan,
kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris
Dacrah, Stal Ahli, dan rapat-rapat dinas;

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang
pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi
kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian
Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Stafl Ahli,

dan rapat-rapat dinas; dan

c) Melaksanakan pengelolaan kearsipan

Pasal 43

(1) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian;

(2) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
mempunyai tugas sebagai berikut :

a)

b)

c)

d)

g)

Melaksanakan urusan Rumah Tangga Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah setra Setda,

Melaksanakan penyediaan akomodasi jamuan, makanan
dan minuman untukk kegiatan Pemerintah Daerah,
Tamu Pemerintah Daerah dan Rapat- rapat.

Melaksanakan kebijakan pengamanan, pemeliharaan
sarana da prasarana serta menjaga kebersihan kantor
di lingkup Setda;

Melasanakan kebijakan pengadaan perlengkapan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Setda;
Melaksanakan  kebijakan  pengelolaan, penggunaan,
pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas Kepala
Daerah dan Wakil serta Setda serta kendaraan dinas
operasional dan sewa kendaraan;

Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana
menjaga kebersihan dan pemeliharaan Rumah Dinas
Kepala Daerah dan Wakil serta Rumah Dinas Setda;
dan

Melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk
mendukung kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah serta Selda.
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Pasal 44

(1) Sub Bagian Keuangan dipimpi 1
Ragian: pimpin oleh seorang Kepala Sub

(2) }é:r[‘)if:t :SUb Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai

a) Melaksanakan penatausahaan keuangan Setda;

b) Melaksanakan penetausahaan barang milik daerah pada
Setda;

c) Meleksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan
dan anggaran dilingkungan Setda;

d) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi anggaran di
lingkungan Setda,

e) Melaksanakan sistern pengendalian intern.

) Menyusun Bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKJLP) Setda;

g) Menyusun bahan evaluasi Rencana Kerja Setda;

h) Menyusun bahan laporan SPIP, dan

i) Menyusun bahan laporan keuangan Setda.

Paragraf 13
Staf Ahli Bupati
Pasal 45

Staf Ahli Bupati Mappi terdir dari :
a. Staf Ahli Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

b. Staf Ahli Perekonomian dan Pembangunan; dan
c. Staf Ahli Administrasi Umum.

Pasal 46

(1) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan masukan pemikiran,
pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah baik secara lisan maupun secara tertulis;

(2) Selain Tugas pada Ayat (1), Staf Ahli dapat ditugaskan untuk
mewakili Pemerintah Daerah dalam peretemuan ilmiah,
sosialisasi kebijakan di tingkat internasional, nasional, provinsi
dan kabupaten/kota dengan menyesuaikan kebutuhan dan
kemampuan keuangan daerah;

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1, Staf Ahli Bupati mempunyai fungsi :
a. Fungsi Konsultatif, meliputi :

1) Memberikan pendapat secara lisan dan/atau tertulis
kepada Perangkat Daerah terkait perumusan kebijakan
daerah yang menjadi tugas dan kewenangannya;

2) Ikut serta dalam perumusan kebijakan daerah; dan

3) Memperoleh data dan informasi dari Perangkat daerah
dalam penyusunan telaahan staf.
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b. Fungsi Kolegial, meliputi :

1) Menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam
melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi
peningkatan produktivitas dan kinerja; dan

2) Men_gen}bangkan semangat kebersamaan dan mengontrol
Otoritarianisme structural yang umumnya berkembang
dalam hubungan structural yang cenderung terpusat.

€. Fungsi Fungsional, dilakukan untuk memberikan peran
substansi secara fungsional dalam melaksanakan tugas
staf ahli dengan perangkat daerah sesuai dengan
kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugaas
Sataf Ahli dan Perangkat Derah.

d. Fungsi Struktural, meliputi :

1) Pelaksaan tugas yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah;

2) Pelaksanaan tugas yang berorientasi pada upaya
pencapaian visi dan misi daerah sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya; dan

3) Stal Ahli melalui Sekretaris Dacrah dapat mengundang
Kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan informasi
sebaga bahan ananlisis kebijakan daerah.

e. Fungsi Koordinatif, meliputi :

1) Keikutsertaan dalam penyusunan pembahasan
peraturan dacrah dan peraturan Bupati;

2) Perumusan kebijakan dan stratcgi pemerintah daerah
terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
sdan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan;

3) Penyusunan Rencana Strategis dan Program Kerja
Pemerintah Derah,;

4) Pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi,
lembaga dan organisasi melalui rapat koordinasi;

5) Pembentukan gugus kerja/tim kerja yang melibatkan
berbagai instansi; dan

6) Keikutsertaan dalam  kegiatan  penelitian  dan
pengembangan.

Paragraf 13
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 47

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah sesuai
dengan keahlian dan kebutuhan;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk dan berada dibawah serta bertangggung
jawab kepada Sekretaris Daerah;

(3) Jumla_h 'Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1)
pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
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(4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut

(S)

pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Uraian tugas kelompok jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut :

a. Menjabarkan program kerja yang diberikan oleh Sekretaris
Daerah;

b. Melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan
dan/atau bidang tugas dan keahlian yang dimiliki; _

c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris
Daerah baik diminta ataupun tidak diminta, sesuai lingkup
tugas dan keahliannya; . '

d. Mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja
lainnya di lingkungan Sekretariat Daerah dalam rangka
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas,

e. Menginventarisasi permasalahanan yang berhubu'ngan
dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tind
lanjut; .

{. Membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada
Sekretaris Daerah sebagai pertanggungiawaban atas

pelaksanaan tugasnya; o _
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretans

Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Paragraf 1
Umum

Pasal 48

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit

(2)

(3)

(4)

organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di
lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai tugas masing-
masing;

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengawasi
bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan ~ bawahannya dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya;

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan
organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya
dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan
kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat
berkala;
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(©) Hubungan ' '
reh qu‘il"l]&Slnf Ahli dengan Sekretaris Daerah, Asisten,
melakukan duk rangkst  Daerah  dilakukan dengan cara
ungan kebijakan dan administranf, asistensi,

Sllp(‘r\jqi bi .

TS, Dimbingan  d : .

: : an  pelathan ndampingan serria
monitonng dan evaluasi: T pingan s

Hubungan kerja  sebag
menghasilkan ant \
kebnakan,

(6)
aimana dimaksud pada ayat (5)

ara lain berupa telaahan staf dan intervensi

Paragraf 2
Pelaporan

Pasal 49

(1) Sedap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan
mecmatuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan
serta menvampaikan laporan berkala pada waktunya;

(2) Sctiap laporan yang diterima olch sctiap pimpinan satuan unit
organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan
scbagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan
untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;

(3) Seckretaris Dacrah, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub
Bagian wajib menyampaikan laporan berkala kecpada atasan

masing-masing;

(4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan
laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula
kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

Paragraf 3
Hal Mewalkili

Pasal 50

Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan menjalankan tugasnya,
Sekretaris Daeruh dapat menunjuk Asisten dan dalam hal Asisten
berhalangan pula, Sckretaris Daernh  dapat menunjuk  salah
scorong Kepnla  Bagion  dengan memperhatikan  senioritas,
kepangkaton dan/atau sesuni dengan bidang tugasnya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 51
(1) Sckretaris Dacrah  Kabupaten Mappi merupakan Jabatan
Eselon 11 o atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

(2) Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli merupakan Jabatan
Eseclon 11 b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
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(3) Kepala Bagian mery
Jabatan Administmtgf};kan Jabatan Struktural Eselon Illa atau

(?) Kepala Sub Bagi

an me - -
Jabatan Pengawas rupakan Jabatan Esclon IVa atau

BAB V1
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 52
(1) Sehe@is Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
sesuai dengan peraturan perundang-undangan,;

(2) Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala Bagian, dan
Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 53

Pembiayaan Sekretariat Daerah Kabupaten Mappi bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mappi dan
sumber lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang

mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih
lanjut dengan Keputusan Bupati Mappi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati
Mappi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mappi dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku lagi.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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Pasal 56

Peraturan 't y
Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar scti

pgngund;:iugtp b orang mengetahuinya, memerintahkan
o gan Peraturan Bupati inl dengan penempatannya
alam Berita Dacrah Kabupaten Mappi.

Ditetapkan di Kepi
Pada Tanggal 8 Januari 2020

BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
KRISTOSIMUS YOHANES AGAWEMU

Diundangkan di Kepi
Pada tanggal 8 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH,
CAP/TTD
GREGORIUS TUANTANA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAPPI TAHUN 2020 NOMOR 1

————

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt;!EPALQ AGIAN HUKUM,

: Y,
RENALDO-O; RUSPANAH, SH
NIP./19830717 201004 1 003

Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth :

Gubernur Provinsi Papua di Jayapura,

Ketua DPRD Kabupaten Mappi di Kepi;

Wwakil Bupati Mappi di Kepi;

Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;

Para Assisten Sekda Kabupaten Mappi di Kepi;

Kepala BPKAD Kabupaten Mappi di Kepi;

Kepala BKPSDM Kabupaten Mappi di Kepi;

Kepala Bagian Organisasi Sctda Kabupaten Mappi di Kepi,
A rsip (Bag. Hukum Setda).

PN P LNE

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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- -
L™ . LAMPIRAN : PERATURAN  BUPATI  MAPPI
v - NOMOR :1 TAHUN 2020
BAGAN STRUKTUR OROANIBAS .
[ BEKRETARIAT DAZRAN BUPATI TANGGAL: 8 JANUARI 2020
mnms ............. N S LT Eeeets: LrcecestetsheBwsmvesamiconseassstteadsasay I
DARAH [ T TTTTeem e ) '
[ :
ASISTEN PEMERINTANAN ASISTEN i ' .
. ASMISTEN
DAN FIMBANCUNAN : ‘
l T ] f 1 . ( [ SsalaEs g
BAGIAN TATA BAGIAN BAGIAN BEACIAN | BACIAN BALIAN RALLIAN
PLMERINTAHAN KESTAHTERAAN HUKUM ADMINISTRAS) ] BAGIAN PINCADAAS | ORCANTSAN! PROTONRL By Vst
: FIMBANCUNAN BARASC & JALA ‘ PRSAN
RAKYAT 5 FIMPINAN
] — I | {____.,_J . A | BT | — ——
SUD BAG SUD BAG BINA SUB BAG B BAL i e eal N $1 BAG we s [ P BAG
—~  ApmiNisTRAS) | | MENTAL ||  PERUNDANG || rraawcawask & i PUMLL R Ak S | SILIMBAGAAN rEOTER M & | TATA (RAKS
PEMERINTANAN SPIRITUAL UNDANGAN PENYLIORAR [ russanans L s t BAN ANIAD PUEJALARAS Binad PP IRAN FTAS ANLI
Pk | [ 1 [N S EITRCAWALIAN
# 5 SUN BAG SUB BAG SUB BAG ' . -
-] ADMINISTRASI KIS ANTIRAAN M'n::u SUB BAL | _ . f LD pAL R BAC V0 BAG
kewiavaian | [ SONIAL & i UMM | FINCENDALIAN + Mgt =l { TRAAMILTUE T KosaTEAS t{ RUMAN TANGGA A
ARARAT i A Lamy
MASY FROGRAM ] rymseha | Ryt PIMPFINAN PEELINGEAPAN
| — — ——
SUB RAG
SUN BAG SUD BAG B .
L] otowoa el crtps PN L] bow':«:\l:1m SUP BAC IVALUASY * - } L S B BAL SUB BAG
m DAN FILANCRAN AV USAL DOKUMENT A NGA
DAERAH INFORMAS ] . PUNCATASS BASAN & 1 HIOEAY 1 VAN -1 KERANGAN
t FTEN BINOTRAL)
. il

Sait}ian sesual dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

RENALDO O. RUSPANAH, SH
NIP. 19830717 201004 1 003

BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
KRISTOSIMUS YOHANES AGAWEMU

Dipindai dengan CamScanner
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